
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1431 , 2018 KEMEN-ESDM. Tunjangan Kinerja. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 44 TAHUN 2018 

TENTANG  

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan 

Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2018 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberian 

Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai di Lingkungan 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 

    

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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3.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258);  

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);  

8.   Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari 

Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;  

9.   Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara 

Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;  

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
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11. Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional 

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional; 

12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil 

Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 129);  

13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

14. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2018 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 181); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2012 

tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil 

Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 1049);  

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan 

Sistem Informasi Kehadiran Pegawai di Lingkungan 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan 

Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar 

Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi 

Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 193);  

17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

207);  
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18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi 

Kebencanaan Geologi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 208);  

19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Museum Geologi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 209);  

20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana 

Gerakan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1023);  

21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Konservasi Air Tanah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1024);  

22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di 

Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1579);  

23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 

tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja 

Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 865); 

25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1587); 
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Menetapkan :  PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA 

KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI 

DAN SUMBER DAYA MINERAL.  

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1.   Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2.   Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pegawai adalah 

PNS dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan 

pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan 

dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di 

lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi 

Nasional. 

3.   Satuan Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, 

Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan di 

lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi 

Nasional. 

4.   Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada 

jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

5.   Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan 

kepada Pegawai berdasarkan capaian kinerja pegawai 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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